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BAB VI 

SARAN 

6.1. Saran 

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di 

Apotek Kimia Farma 116 adalah sebagai berikut.  

1. Mahasiswa harus lebih membekali diri dengan ilmu 

pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan 

diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas 

kefarmasian di Apotek dengan lebih baik. 

2. Mahasiswa program studi profesi Apoteker hendaknya 

berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA 

agar dapat memperoleh semua informasi dan pengalaman 

yang kiranya berguna untuk kehidupan dunia kerja di masa 

yang akan datang. 

3. Mahasiswa harus melatih diri untuk peduli dan berempati 

terhadap pasien agar pelayanan yang diberikan lebih 

maksimal. 

4. Apotek harus lebih tekun dalam menerapkan pelayanan 

kefarmasian yang berpihak kepada pasien dengan 

meningkatkan penulisan patient medication record yang 

sangat penting untuk merangkum pengobatan dan 

perkembangan kesehatan pasien. 

5. Apoteker harus menggali data pasien agar dapat mencegah 

terjadinya drug related problem, memberitahukan terapi 

non farmakologi yang dapat dilakukan pasien, serta hal 

penting lainnya terkait obat seperti efek samping, waktu 

kadaluarsa (obat racikan), dan cara penyimpanan obat. 
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